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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

 
Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Nasional yang diimplikasikan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi 

pelaksanaan rencana pembangunan daerah menyebutkan bahwa (Pasal 27) SKPD 

berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD yang ditetapkan oleh kepala 

SKPD. Rancangan Renja-SKPD tersebut disusun dengan mengacu pada rancangan 

awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode 

sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang 

berasal dari masyarakat. Rancangan Renja-SKPD juga memuat kebijakan, program, 

dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah 

daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program 

dan kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang 

berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang 

menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju. Rancangan Renja-

SKPD dibahas dalam forum SKPD yang akan diselenggarakan bersama antar 

pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan. 

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun 

rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan 

tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan 

jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. 

Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

Sementara itu pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai 

dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat 

dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada 

Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar 

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), 

Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

(PPAS).  



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang tahun 2021 yang 

berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan 

memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui 

penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang 

untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD. 

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Pauh pada tahun 2020 ini menyusun 

Rencana Kerja Kecamatan Pauh tahun 2021. Renja SKPD merupakan dokumen 

rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna 

mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan 

meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pauh Kota Padang tahun 2021 ini 

ditujukan untuk menunjang atau mendukung capaian visi dan misi Kepala Daerah 

terpilih untuk periode 2019-2024. Visi Walikota dan Wakil Walikota Padang untuk 

2019-2024 adalah: 

“Mewujudkan Masyarakat Kota Padang yang madani berbasis pendidikan, 

perdagangan, dan pariwisata unggul serta berdaya saing” 

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, misi yang akan dilaksanakan Walikota 

dan Walikota terpilih adalah: 

1. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia 

yang beriman, kreatif, inovatif dan berdaya saing. 

2. Mewujudkan Kota Padang yang unggul, aman, bersih, tertib, bersahabat dan 

meghargai kearifan lokal 

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang inklusif 

4. Mewujudkan Kota Padang sebagai pusat perdagangan dan ekonomi kreatif 

5. Meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan 

6. Menciptakan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana 

7. Meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik 

yang prima. 

Kecamatan Pauh yang menangani urusan kewilayahan dalam pembangunan 

kota Padang, berusaha mewujudkan tercapainya visi dan misi walikota dan Wakil 

Walikota terpilih, terutama berkaitan dengan misi ke 7 (tujuh) yaitu meningkatan 

kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima. 

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pauh tahun 2021 akan dijadikan sebagai 

pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Kecamatan Pauh 

tahun 2021, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang 



dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah 

Pusat yang dilaksanakan di daerah.  

Dengan adanya Pandemi Covid 19, akan mempengaruhi kebijakan daerah 

termasuk Pemerintah Kota Padang pada tahun 2021 dan akan menyebabkan 

terjadinya beberapa penyesuaian dalam pendanaan dan penggunaan anggaran yang 

akan menitikberatkan dalam penanganan dampak Covid termasuk di Kecamatan 

Pauh.  

1.2 Landasan Hukum 

a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota 

Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara 

Tahun 1956 Nomor 20); 

b. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004  Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

c. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007  Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

tahun 2015 (Lembaran Negara tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5679); 

f. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam 

Pembangunan Nasional; 

g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887); 

h. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara 

Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206); 

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi 

Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, 

dan RKPD (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 1312); 



j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di 

Kelurahan ; 

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

l. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2007, tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005 – 2025; 

m. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Peraturan Daerah 

Kota Padang Nomor 09 Tahun 2009 Revisi Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Kota Padang Tahun 2009 – 2014; 

n. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016  tentang Pembentukan dan 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 

Nomor 6); 

o. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 

18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota 

Padang Tahun 2004 – 2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017); 

p. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2019). 

q. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2019-2024; 

r. Peraturan Walikota Padang Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan; 

s. Peraturan Walikota Padang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kelurahan; 

t. Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja 

Perangkat Daerah. 

1.3   Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD 

Rencana Kerja Kecamatan Pauh tahun 2021 dimaksudkan menetapkan 

dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk 

mencapai sasaran pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja 

Kecamatan Pauh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2021. 

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pauh adalah : 

1. Acuan Kecamatan Pauh dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Padang tahun 

2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan 

misi Pemerintah Kota. 



2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Kecamatan Pauh selama tahun 

2021. 

1.4 Sistematika Penulisan 

Renja Kecamatan Pauh Kota Padang Tahun 2021 disusun berdasarkan Sistematika Penulisan  

sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN,  pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum 

penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab 

berikutnya dapat dipahami dengan baik, yang meliputi: 

1.1 Latar belakang, mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat 

Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara 

Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, 

dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya 

dengan proses penyusunan RAPBD. 

1.2 Landasan hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan 

Pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang 

mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman 

yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran 

Perangkat Daerah. 

1.3 Maksud dan tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari 

penyusunan Renja Perangkat Daerah 

1.4 Sistematika penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja 

Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen. 

 

BAB II  HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

2.1.  Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan 

Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian (review) 

terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Pauh tahun lalu 

(tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), 

mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu 

penyusunan Renja sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan 

pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan 

pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.  



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan kajian 

terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pauh berdasarkan 

indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKK sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, 

disesuaikan dengan tugas dan fungs Perangkat Daerah serta 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja 

pelayanan 

2.3.  Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 

Daerah, berisikan uraian mengenai :  

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Kecamatan Pauh dan hal 

kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Pauh; 

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam 

menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan Pauh; 

3. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap 

capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs 

(Suistanable Development Goalds); 

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat 

Daerah; dan 

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang 

strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan 

kegiatan prioritas tahun  yang direncanakan. 

2.4 Review terhadap Rancangan Awal, berisikan uraian mengenai: 

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan 

awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; 

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut 

4. Lampiran tabel T-C.31  

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Dalam 

bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang 

diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat 

terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, 

perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang 

langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan 



hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian 

lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan 

 

BAB III  TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

3.1.  Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap 

kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang 

menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan 

yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah 

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, perumusan tujuan 

dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran 

target kinerja Renstra Perangkat Daerah 

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : faktor-

faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program 

dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika 

rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal 

RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi 

keduanya 

 

BAB IV  RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

BAB V  PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat 

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan 

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana 

tindak lanjut. 

  



BAB II 

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

 

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian  

Renstra Perangkat Daerah 

Rencana Kerja Kecamatan Pauh adalah penjabaran perencanaan tahunan dan 

Rencana Strategis Kecamatan Pauh. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan 

atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi 

dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media 

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut 

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pauh ini menyajikan dasar pengukuran kinerja 

kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau 

dilaksanakan oleh Kecamatan Pauh selama tahun 2019 dan perkiraan target tahun 2020. 

Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai 

berikut : 

A. Penetapan Indikator Kinerja  

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. 

Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), 

hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator 

tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator 

lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran 

indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. 

B. Capaian Analisis Kinerja  

Pada Tahun 2019, Kecamatan Pauh mempunyai 11 ( sebelas ) Program yang 

dirinci dalam 34 kegiatan yang mempunyai indikator pencapaian target kinerja 

masing-masing dengan rincian sebagai berikut : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Terdiri atas 14 kegiatan dengan indikator capaian program berupa persentase 

terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran, indikator masukan 

yaitu dana total Rp. 642.137.175,00 . Kegiatan pada program ini merupakan 

belanja oprasional rutin Kecamatan dan Kelurahan dalam memenuhi sarana 

prasarana administrasi perkantoran seperti  Penyediaan Jasa Surat Menyurat, 



Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa 

Kebersihan Kantor, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Makanan dan 

Minuman, Penyediaan  Jasa Pelayanan Publik, dan belanja rutin lainnya. 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

Terdiri atas 4 kegiatan dengan indikator capaian program berupa persentase 

terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang kebutuhan kantor, indikator 

masukan yaitu dana total Rp. 228.670.500,00 dengan rincian kegiatan berupa 

pemeliharaan rutin / Berkala gedung kantor, Pemeliharaan Rutin / Berkala 

kendaraan dinas/ operasional, Pemeliharaan Rutin / Berkala peralatan gedung 

kantor dan Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur.  

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

Terdiri atas 1 kegiatan dengan indikator capaian program berupa tingkat 

kepatuhan aparatur, indikator masukan yaitu dana total Rp. 28.000.000,00 

dengan kegiatan yaitu  Pengadaan mesin/ kartu absensi. 

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian   Kinerja dan 

Keuangan 

Terdiri atas 1 kegiatan dengan indikator capaian program berupa persentase 

berkurangnya jumlah temuan, indikator masukan yaitu dana total Rp. 

37.992.000,00 dengan kegiatan yaitu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan 

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

5.  Program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang 

Terdiri atas 1 kegiatan dengan indikator capaian program berupa persentase 

pemanfaatan ruang sesuai aturan, indikator masukan yaitu dana total  Rp. 

122.274.000,00 dengan kegiatan yaitu Pengendalian dan pengawasan bangunan 

liar 

  6.  Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 

Terdiri atas 1 kegiatan dengan indikator capaian program persentase sarana 

pengelolaan persampahan dalam kondisi baik, indikator masukan yaitu dana total 

Rp. 28.986.000,00 dengan kegiatan yaitu Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan 

Prasarana dan Sarana Persampahan  

7. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 

Terdiri atas 1 kegiatan dengan indikator capaian program persentase 

terlaksananya tugas pokok dan fungsi RT/RW dengan baik, indikator masukan 

yaitu dana total Rp. 838.187.000,00 dengan kegiatan yaitu Pembinaan 

Kelembagaan dan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan RT/RW. 

8. Program Koordinasi dan Pemberdayaan Kelembagaan 



Terdiri atas 1 kegiatan dengan indikator capaian program meningkatnya 

koordinasi lintas kelembagaan, indikator masukan yaitu dana total Rp. 

37.849.200,00 dengan kegiatan yaitu Koordinasi Lintas Kelembagaan 

9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

Terdiri atas 1 kegiatan dengan indikator capaian program persentase peningkatan 

kualitas penyusunan Renstra Kecamatan, indikator masukan yaitu dana total Rp. 

24.884.000,00 dengan kegiatan yaitu Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 

SKPD 

10. Program Pengembangan Kecamatan 

Terdiri atas 8 kegiatan dengan indikator capaian program berupa persentase aktif 

kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan. Indikator masukan yaitu dana total Rp. 

5.060.910.000,00 dengan rincian kegiatan yaitu Pengembangan Sosial 

Kemasyarakatan, Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan, Stimulan Kecamatan, 

Pengembangan Administrasi Pemerintahan, Peningkatan Infrastruktur Kecamatan, 

Stimulan Kelurahan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan 

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.  

11. Program Pembinaan Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bawahan 

Terdiri atas 1 kegiatan dengan indikator capaian program persentase pelaksanaan 

paten tepat waktu, indikator masukan yaitu dana total Rp. 49.090.000,00 dengan 

kegiatan yaitu Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN ) 

di kota Padang 

 

Untuk capaian kinerja indikator pelaksanaan program dan kegiatan 

Kecamatan Pauh dapat dilihat pada tabel T-C.29 dibawah ini 

 



Tabel 2.1 (TC.29) 

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dampai dengan Tahun 2020 

            Nama SKPD : KECAMATAN PAUH 

No Kode 
Urusan/Bidang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

dan Program/Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Program (outcome) 

/ Kegiatan (output) 

Target 
Kinerja 
Capaian 
Program 

(Renstra 
Perangkat 
Daerah) 

Realisasi 
Target 
Kinerja 
Hasil 

Program 

dan 
Keluaran 
Kegiatan 
s/d tahun 

(n-3) 

Target dan Realisasi Kinerja 
Program dan Kegiatan tahun lalu (n-

2) 
Target 
Kinerja 

dan 
Anggaran 

Tahun 

berjalan 
2020 (n-1) 

yang 
dievaluasi 

Perkiraan realisasi 
Capaian Kinerja 

Renstra Perangkat 
Daerah s/d Tahun 
Berjalan (2020) 

Target 

Renja 
Perangkat 

Daerah 
Tahun (n-

2) 

Realisasi 
Renja 

Perangkat 
Daerah 

tahun (n-2) 

Tingkat 
realisasi 

(%) 

Realisasi 
Capaian 

Program 
dan 

Kegiatan 
s/d Tahun 
Berjalan 

(n-1) 

Tingkat 

Capaian 
Realisasi 

Target 
Renstra 

(%) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 = 7/6 9 
10 = 

5+7+9 
11 = 
10/4 

I   
Program Pelayanan 
Administrasi 

Perkantoran 

Persentase / 
cakupan pelayanan 
administrasi 
perkantoran 

100         100 100 100 

  01.01 
Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat 

jumlah materai dan 
benda pos lainnya 

6.713         1.100 1.100 16,39 

  01.02 
Penyediaan jasa 
Komunikasi Sumber Daya 
Air dan Listrik 

jumlah rekening 
dibayarkan, jumlah 
bulan dibayarkan 

1.380         276 276 20,00 

  01.06 

Penyediaan jasa 
pemeliharaan dan 
perizinan kendaraan dinas 
operasional 

jumlah kendaraan 
bermotor yang 
dibayarkan pajaknya 

28         28 28 100,00 

  01.08 
Penyediaan jasa 
Kebersihan Kantor 

jumlah CS, jumlah 
bulan dibayarkan 

120         24 24 20,00 

  01.09 
Penyediaan jasa perbaikan 
peralatan kerja 

jumlah peralatan kerja 
yang diperbaiki 

375         61 61 16,27 



  01.10 
Penyediaan Alat Tulis 
Kantor 

jumlah ATK yang 
disediakan 

164         55 55 33,54 

  01.11 
Penyediaan barang 
cetakan dan penggandaan 

jumlah formulir / 
dokumen yang dicetak 

80         11 11 13,75 

      
jumlah dokumen yang 
difotocopy 

690.000         100.000 100.000 14,49 

  01.12 

Penyediaan komponen 
instalasi listrik 
/penerangan bangunan 
kantor 

Jumlah komponen 
instalasi 
listrik/penerangan 
bangunan kantor yang 
disediakan 

45         7 7 15,56 

  01.13 
Penyediaan peralatan dan 
perlengkapan kantor 

jumlah item jenis 
barang peralatan dan 
perlengkapan kantor 
yang disediakan 

73         35 35 47,95 

  01.15 
Penyediaan bahan bacaan 
dan peraturan perundang 
– undangan 

Jumlah bahan bacaan 
berupa koran, majalh 
dan buku pengetahuan 
yang disediakan 

9.360         1.872 1.872 20,00 

  01.17 
Penyediaan makanan dan 
minuman 

jumlah rapat yang 
disediakan konsumsi 
dan jumlah tamu yang 
disediakan konsumsi 

9.000         1.800 1.800 20,00 

  01.18 
Rapat - rapat koordinasi 
dan konsultasi ke luar 
daerah 

jumlah pelaksanaan 
rapat - rapat 
koordinasi dan 
konsultasi ke luar 
daerah 

103         17 17 16,50 

  01.20 
Penyediaan alat 
kebersihan 

jumlah alat kebersihan 
yang disediakan 

165         31 31 18,79 

  01.21 
Penyediaan jasa pelayanan 
public 

jumlah pegawai honor 
daerah yang 
disediakan gajinya 

120         24 24 20,00 

  01.22 
Peningkatan pelayanan 

administrasi perkantoran 

jumlah pegawai 

kontrak yang 
disediakan gajinya 

300         60 60 20,00 



  01.39 
Penyediaan Jasa 
Pengamanan Kantor 

jumlah security yang 
bekerja, jumlah gaji 
pengamanan kantor 
yang dibayarkan 

120         24 24 20,00 

II   
Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 
Aparatur 

Persentase sarana 
prasarana aparatur 
dalam kondisi baik 

100         100 100 100 

  02.10 Pengadaan mebeleur 
jumlah mebeleur yang 
diadakan 

109         19 19 17,43 

  02.22 
Pemeliharaan rutin / 
berkala gedung kantor 

jumlah gedungyang 
terpelihara 

50         10 10 20,00 

  02.24 
Pemeliharaan rutin / 
berkala kendaraan dinas / 
operasional 

jumlah dan jenis 
kendaraan dinas / 
operasional dipelihara, 
jumlah kendaraan 
dinas yang tersedia 
BBM 

35         28 28 80,00 

  02.28 
Pemeliharaan rutin / 
berkala peralatan gedung 
kantor 

jumlah peralatan 
gedung kantor yang 
dipelihara 

81         15 15 18,52 

  02.29 
Pemeliharaan rutin / 
berkala mebeleur 

jumlah mebeleur yang 
dipelihara  

73         10 10 13,70 

III   
Program Peningkatan 
Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur 

Persentase aparatur 
yang meningkat 
kapasitas / 
kemampuannya 

100         100 100 100 

  05.60 
Peningkatan Kapasitas 
Sumber Daya Aparatur 

Jumlah pegawai yang 
mengikuti diklat, 
jumlah pegawai yang 
mengikuti bimtek 

449         65 65 14,48 



IV   

Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Pelaporan Capaian 
Kinerja dan Keuangan 

Persentase 
dokumen pelaporan 
capaian kinerja dan 
keuangan disusun 
tepat waktu 

100         100 100 100 

  06.01 

Penyusunan laporan 
capaian kinerja dan 
ikhtisar realisasi kinerja 
SKPD 

jumlah laporan capaian 
dan realisasi kinerja 
dibuat 

40         8 8 20,00 

V   

Program Peningkatan 
Pengembangan Sistem 
Perencanaan dan 
Penganggaran 

Persentase 

dokumen 
perencanaan dan 
penganggaran 
disusun tepat waktu 

100         100 100 100 

  09.01 
Perencanaan dan 
Penganggaran SKPD 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan dan 
Penganggaran yang 
Disusun 

32         6 6 18,75 

  09.02 
Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi 

jumlah laporan 
reformasi birokrasi 

30         6 6 20,00 

VI   
Program 
Pengembangan 
Kecamatan 

Persentase Tingkat 
Capaian Kinerja 
Sasaran Kecamatan 

100         100 100 100 

  62.01 
Pengembangan Sosial 
Kemasyarakatan 

Jumlah kegiatan 
pengembangan sosial 
kemasyarakatan yang 
dilakukan 

7         7 7 100,00 

  62.04 
Pengembangan 
Administrasi Pemerintahan 

Jumlah kegiatan 
pelatihan/peningkatan 

pengembangan 
administrasi 
pemerintahan yang 
dilaksanakan 

2         2 2 100,00 



  62.12 
monitoring dan evaluasi 
dalam rangka pembinaan 
kelurahan 

jumlah kelurahan yang 
dibina  

9         9 9 100,00 

  62.13 
Pembangunan sarana dan 
prasarana kelurahan 

jumlah lokasi 
pembangunan sarana 
dan prasarana yang 
dibangun 

68         68 68 100,00 

  62.14 
Pemberdayaan Masyarakat 
di Kelurahan 

Jumlah kegiatan 
pemberdayaan 
masyarakat yang 
dilaksanakan 

45         45 45 100,00 

  62.17 
Pelaksanaan MTQ Tingkat 
Kecamatan 

jumlah cabang lomba 
yang diikuti 

9         9 9 100,00 

  62.18 
Koordinasi Lintas 
Kelembagaan 

jumlah rapat 
koordinasi yang 
dilakukan 

24         24 24 100,00 

  62.19 

Pengendalian dan 
Pengawasan Bangunan liar 
dan bangunan lainnya di 
wilayah kecamatan 

jumlah monitoring 
yang dilakukan 

60         60 60 100,00 

  62.20 
Monitoring dan Evaluasi 
Tramtibmas Kecamatan 
dan Kelurahan 

Jumlah kali Monitoring 

dan Evaluasi 
Trantibmas Kecamatan 
dan Kelurahan yang 
dilaksanakan 

30         30 30 100,00 

  62.21 

Penerapan Pelayanan 
Administrasi Terpadu 
Kecamatan (PATEN) di 
Kota Padang 

Jumlah pelayanan 
administrasi terpadu 
kecamatan (paten) 
yang dilayani 

700         700 700 100,00 

  62.22 
Fasilitasi Penanganan 
Kebencanaan Tingkat 
Kelurahan 

Jumlah kegiatan 
fasilitasi kebencanaan 
tingkat Kelurahan yang 
dilakukan (kali) 

4         4 4 100,00 



  62.23 penerapan ABS-SBK 
Jumlah Kelurahan yang 
diterapkan ABS-SBK 
nya 

9         9 9 100,00 

  62.25 
Pelaksanaan Musrenbang 
Kecamatan 

Jumlah masyarakat 
yang ikut berpartisipasi 
dalam pembangunan 

150         150 150 100,00 

  62.26 
Pembangunan Sarana dan 
Prasarana Kelurahan  
(DAU Tambahan) 

Jumlah lokasi 
pelaksanaan kegiatan 

sarana dan prasarana 
kelurahan 

30         30 30 100,00 

  62.27 
Pemberdayaan masyarakat 
di kelurahan (DAU 
Tambahan) 

Jumlah lokasi 
pelaksanaan kegiatan 
pemberdayaan 
masyarakat 

42         42 42 100,00 



Untuk pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan diatas, dapat dilihat rata-

rata sudah dapat diwujudkan dengan baik (100%) dan ada indikator yang belum dapat 

diwujudkan yaitu dalam kegiatan pembangunan sarana prasarana kelurahan yang berasal 

dari Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan, yang baru bisa dicairkan pada APBD Perubahan 

dan adanya 1 lokasi yang tidak bisa melaksanakan dikarenakan kendala yang dihadapi ketika 

pelaksanaan di lapangan.  

Secara umum realisasi pencapaian kinerja keuangan untuk Belanja Kecamatan Pauh 

Kota Padang Tahun 2019 dari pagu anggaran sebesar Rp 14.604.938.621,35 terealisasi Rp. 

13.368.569.083,00 atau senilai 91,53%. Belanja Langsung dari anggaran Rp 

7.098.979.875,00 terealisasikan Rp 6.764.787.522,00  atau 95,29% dan Belanja Tidak 

Langsung dari anggaran 7.505.958.746,35 terealisasikan sebanyak Rp 6.603.781.561,00 

atau 87,98%. 

 
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 
 

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 

2016  tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan 

Walikota Padang Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, 

Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan adalah wilayah  kerja Camat sebagai 

Perangkat Daerah Kota Padang. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi 

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.  

Tugas Kecamatan diatur dalam Peraturan Walikota Padang nomor 92 Tahun 2016 

yaitu : 

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; 

- Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat; 

- Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; 

- Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Walikota; 

- Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum; 

- Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh 

perangkat daerah di tingkat kecamatan; 

- Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan kelurahan; 

- Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak 

dilaksanakan oleh perangkat daerah atau unit kerja yang ada dikecamatan; 



- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

Sesuai dengan Peraturan Walikota Padang nomor 92 Tahun 2016, dalam pelaksanaan 

tugasnya susunan organisasi Kecamatan Pauh terdiri dari : 

1. Camat 

2. Sekretaris ;  

Sekretaris kecamatan membawahi :  

a. Kepala Sub Bagian Umum; 

b. Kepala Sub Bagian Keuangan; 

3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;  

4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan;  

5. Kepala Seksi Kesejahteraaan Sosial ;  

6. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Penanggulangan Bencana; 

7. Kepala Seksi Perizinan dan Pendapatan. 

 

Untuk lebih jelasnya susunan organisasi Kecamatan Pauh dapat dilihat struktur 

organisasi seperti gambar dibawah ini : 

 
 

 
  



Struktur Organisasi  

Kecamatan Pauh Kota Padang  
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SEKRETARIS 
 

Sub Bagian 
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Seksi 
Pemerintahan  

Sub Bagian 
Keuangan 
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Pemberdayaan 
Masyarakat dan 

kelurahan 
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Kesejahte
raan 

Sosial  
 

Seksi 
Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

& 
Penanggulangan 

Bencana 

 

Seksi 

Perizinan dan 
Pendapatan  

Lurah 
1. Limau Manis 
2. Limau Manis Selatan 
3. Koto Lua 
4. Pisang 
5. Lambung Bukit 
6. Binuang Kampung Dalam 
7. Kapalo Koto 
8. Cupak Tangah 
9. Piai Tangah 
 



Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka 

mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari 

suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan 

yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil. Penilaian tersebut tidak terlepas 

dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian 

dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan 

berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Sesuai dengan Renstra Kecamatan 

Pauh Tahun 2019-2024, Tujuan pembangunan jangka menengah Kecamatan Pauh Kota 

Padang dirumuskan sebagai berikut: “Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, 

Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan”, dengan indikator 

tujuan adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Sementara itu, sasaran organisasi adalah 

bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun 

secara konsisten. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, 

berupa hasil pembangunan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil 

(outcome) program perangkat daerah. Adapun sasaran dari Kecamatan Pauh adalah: 

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan. 

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan 

 

Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2017 s/d 2019 kemudian 

proyeksi untuk tahun 2020 dan 2021, target indikator sasaran yang sudah direalisasikan 

dan ditargetkan dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

  



Tabel T-C.30  

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pauh  

N
o 

Indikator Kinerja Sasaran 

Target Realisasi Proyeksi Catatan 

Analisis 
2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022  

1 2 4 5 6 7 9 10 11 12 13 

1. Indeks Kepuasan Masyarakat 79 80 82 84 77,85  82 84 

 

2. 
Persentase keluhan/pengaduan 
pelayanan administratif yang 

ditindaklanjuti 

90%    100%    

IKU Renstra 

2014-2019 

3. 
Persentase keterlibatan masyarakat 

dalam pembangunan 
90%    95%    

IKU Renstra 

2014-2019 

4. 
Persentase peningkatan kontribusi 

swadaya masyarakat 
90%    89,05%    

IKU Renstra 
2014-2019 

5. 
Persentase masalah trantibmas yang 

diselesaikan 
90%    85,71%    

IKU Renstra 
2014-2019 

6. 
Persentase penurunan pelanggaran 
perda/perwako 

85%    83,76%    
IKU Renstra 

2014-2019 

7. Nilai evaluasi AKIP BB BB BB A BB  BB A 
 

8. 
Persentase partisipasi swadaya 
masyarakat 

75% 76% 77% 78% 75%  77% 78% 

 

 

  



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam pencapaian nilai SAKIP Kecamatan 

Pauh sudah mengalami peningkatan dan dalam beberapa tahun bisa melebihi target 

yang sudah ditetapkan. Pada kondisi awal untuk Renstra berikutnya, pada tahun 2018 

dan 2019 Kecamatan Pauh mendapat nilai BB dengan saran perbaikan agar 

memanfaatkan seluruh rencana kinerja dalam evaluasi berkala kemudian menilai 

keberhasilan program dengan mengacu pada capaian indikator sasaran, program dan 

kegiatan yang akhirnya akan menghasilkan reward dan punishment bagi aparatur di 

Kecamatan Pauh. 

Selain itu dari tabel diatas dapat dilihat hasil penilaian Indeks Kepuasan 

Masyarakat di Kecamatan Pauh masih berfluktuasi. Untuk tahun 2017 nilai yang 

diperoleh 76,4 kemudian naik 14,38 poin pada tahun 2018 menjadi 90,78 dan turun 

sebanyak  12.93 poin pada tahun 2019 menjadi 77,85. Masih belum stabilnya nilai IKM 

ini menandakan masih belum konsistennya pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan 

terhadap masyarakat, sehingga untuk waktu yang akan datang perlu mendapat 

perhatian secara khusus oleh Kecamatan Pauh beserta seluruh kelurahan sebagai ujung 

tombak pelayanan kepada masyarakat. 

Dengan adanya dukungan pendanaan yang lebih baik untuk Kecamatan dan 

Kelurahan pada tahun 2020 dan 2021 disertai komitmen seluruh SDM yang ada di 

Kecamatan dan di Kelurahan diharapkan seluruh nilai indikator sasaran yang 

ditargetkan bisa dicapai. 

 

2. 3    Isu Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 

Beberapa Isu Strategis yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan 

fungsi pada kantor Kecamatan Pauh, antara lain : 

1. Bahwa dengan adanya pelimpahan sebahagian kewenangan Walikota kepada 

Camat dan Lurah dengan dikeluarkannya Perwako Nomor 22 Tahun 2014, maka  

diharapkan Kecamatan dapat melaksanakan kewenangan ini dengan sebaik-

baiknya sehingga kewenangan Walikota yang dilimpahkan dapat berjalan secara 

optimal. 

2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. 

Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia 

usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan 

peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan pertumbuhan 

ekonomi masyarakat.  

3. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) harus 

mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yaitu pelayanan 



cepat, akurat, memiliki legalitas hukum tentunya dengan tetap mendasarkan 

pada prosedur serta tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan 

pelayanan tersebut diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif  harus 

dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima 

akan menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong 

berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat. Pelaksanaan pelayanan prima 

ini nantinya akan membuat nilai Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat sesuai 

dengan harapan masyarakat.  

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan Kuantitas aparatur. 

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggara 

tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat, sehingga aparatur 

yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara 

kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber 

daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur. 

5. Adanya alokasi anggaran yang besar untuk Kelurahan sesuai PP Nomor 17 

Tahun 2018 tentang Kecamatan yang menyatakan bahwa Kota mengalokasikan 

anggaran sebesar 5% dari APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana 

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan ditambah dukungan 

dana dari APBN dalam DAU Tambahan untuk Kelurahan merupakan peluang 

pembangunan Kelurahan yang harus bisa dioptimalkan oleh Kecamatan dan 

Kelurahan 

 

2.4  Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat  

 

Usulan program dan kegiatan masyarakat untuk tahun 2021 terdapat dalam 

pelaksanaan Rapat Kordinasi Pembangunan Tingkat Kelurahan. Program ini akan 

dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2020 . Diawali dengan rembug warga kemudian 

dilanjutkan dengan rapat koordinasi pembangunan tingkat kelurahan. Program dan kegiatan 

yang duiusulkan dibawah ke rapat kordinasi pembangunan tingkat kecamatan dan dipilih 

kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021. Usulan pembangunan tingkat kelurahan sudah 

dientrikan ke dalam e-planning Kota Padang dan kemudian diteruskan ke OPD teknis terkait. 

 
 
 
  



BAB III 

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

 
 

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 
 

Secara umum tugas  dan kewajiban pemerintahan adalah  menciptakan 

regulasi  pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman 

dan ketertiban  masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural  dan memperkuat 

persatuan  kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, 

pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan 

mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu 

pemerintahan yang bersih dan berwibawa  dengan menerapkan nilai-nilai dan  norma-norma 

yang dijunjung tinggi oleh bangsa.  Dalam  pelaksanaannya diperlukan  penerapan prinsip 

Good governance yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law 

profesionalisme, efektivitas dan efesiensi. 

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan  sesuai dengan 

amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan 

daerah.  Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam 

menunjang keberhasilan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

umum khusunya terkait dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, 

pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat seperti  disebutkan dalam Undang-Undang 

No. 23 Tahun 2014  tentang Pemerintahan Daerah  Pasal 25 ayat (6) menyebutkan bahwa : 

“Bupati/Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada 

Camat” 

Dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 221 ayat (1) juga disebutkan 

bahwa : 

“Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan 

koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan 

masyarakat Desa/kelurahan.”  

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 

dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa : 

“Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah 

kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.” 

Kemudian dalam Pasal 10 dijelaskan tugas Camat adalah sebagai berikut: 



a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan 

pemerintahan umum; 

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi: 

1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di 

desa/Kelurahan dan Kecamatan; 

2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang 

dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan; 

3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan 

4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja 

Kecamatan kepada bupati/wali kota; 

c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, 

meliputi: 

1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional 

Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan; 

2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan 

3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada 

Bupati/Walikota; 

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala 

Daerah, meliputi: 

1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang 

penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik 

Indonesia; dan 

2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-

undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati/Walikota; 

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi: 

1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait; 

2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang 

melibatkan pihak swasta; dan 

3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di 

wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota; 

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, 

meliputi: 

1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi 

terkait; 

2. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;  



3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada 

bupati/wali kota; 

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;  

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota 

yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di 

Kecamatan, meliputi: 

1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan; 

2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya; 

3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; 

dan 

4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah 

Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan 

i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Kemudian dalam pasal 11 lebih lanjut dijelaskan: 

(1) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Camat 

mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/ wali kota: 

a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah kabupaten/kota; dan 

b. untuk melaksanakan tugas pembantuan. 

(2) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan. 

(3) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan 

kriteria: 

a, proses sederhana; 

b. objek perizinan berskala kecil; 

c. tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan 

d. tidak memerlukan teknologi tinggi. 

(4) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui 

pelayanan terpadu. 

(5) Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(6) Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan 

kriteria: 



a. berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan; 

b. kegiatan berskala kecil; dan 

c. pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin. 

(7) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai 

dengan karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat setempat.  

(8) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh 

Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 

diatas maka kewenangan Kecamatan diatas lebih luas dari yang ada sebelumnya dan 

melibatkan banyak pihak sehingga butuh dukungan seluruh komponen agar Kecamatan 

dapat melaksanakan tugasnya sesuai amanat PP tersebut. 

Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 

Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan 

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, adanya dukungan dana yang lebih besar yang 

ditujukan untuk pembangunan kelurahan sehingga Renja juga harus memuat perencanaan 

anggaran yang menampung kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan 

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang seluruh usulannya berasal dari masyarakat. 

Adanya alokasi anggaran yang besar untuk Kelurahan sesuai PP Nomor 17 Tahun 2018 

tentang Kecamatan yang menyatakan bahwa Kota mengalokasikan anggaran sebesar 5% 

dari APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan 

Masyarakat di Kelurahan ditambah dukungan dana dari APBN dalam DAU Tambahan untuk 

Kelurahan merupakan peluang pembangunan Kelurahan yang harus bisa dioptimalkan oleh 

Kecamatan dan Kelurahan. 

Kemudian dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 

Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ditujukan 

dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah 

menuju tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga perlu memperhatikan kebutuhan dan 

tuntutan masyarakat dalam pelayanan. Maksud penyelenggaraan PATEN adalah 

mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan 

bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota. Sehingga untuk mewujudkan 

fungsi pelayanan ini dengan sebaik-baiknya perlu dukungan penganggaran dalam Renja 

setiap tahunnya agar tugas pelayanan ini dapat terlaksana dengan baik.  

 

 



3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD 
 

Mengacu pada potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di 

Kota Padang serta mempertimbangkan budaya hidup dalam masyarakat dan mengakomodir 

visi, misi, program Kepala Daerah terpilih, ,maka Visi Pemerintah Kota Padang Tahun 2019 – 

2024 adalah Mewujudkan masyarakat kota Padang yang madani berbasis 

Pendidikan,perdagangan,pariwisata unggul serta berdaya saing   

 

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan, maka misi  yang sesuai dengan 

pemerintah kota Padang yang terkait dengan Kecamatan Pauh adalah sbb: 

Misi VII : Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Yang Bersih dan Pelayanan 

Publik yang Prima 

A. Tujuan dan Sasaran Kec. Pauh Berdasarkan Renstra SKPD 

 
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang 

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. 

Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan 

permasalahan serta isu utama Kecamatan Pauh Kota Padang. Adapun rumusan 

tujuan di dalam Perencanaan Strategis Kecamatan Pauh sesuai visi misi yang sesuai 

dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yaitu : “Meningkatkan 

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan 

Masyarakat Kecamatan”. 

 

B. Sasaran dan Indikator Sasaran 

ü Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan 

dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Pauh dalam jangka waktu 

tahunan, sampai lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki 

kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah 

dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan 

pembobotan kriteria, yaitu khusus (spesific), terukur (measureable), dapat dicapai 

(attainable), nyata (realistic) dan tepat waktu (time bound).  

ü Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa 

hasil pembangunan Daerah/  Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian 

hasil (outcome) program Perangkat Daerah. 

  



Tujuan dan  Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Pauh Tahun 2019-2024 

 

NO TUJUAN SASARAN 

INDIKATOR 

TUJUAN/ 

SASARAN 

SATUAN 

KONDISI AWAL 
TARGET KINERJA SASARAN 

KONDISI 

AKHIR 

RENSTRA  Tahun 

2018 

Tahun 

2019 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 

 
 

 

Meningkatkan 

Penyelenggaraan 
Pemerintahan, 

Pelayanan Publik 
dan Pemberdayaan 

Masyarakat 
Kecamatan 

 

 

Nilai Indeks 

Kepuasan 
Masyarakat 

Angka 
90,78 77,85 

80 82 84 86 88 88 

1. Meningkatnya 

Kepuasan 

Masyarakat 
terhadap 

pelayanan  
kecamatan 

1. Nilai SAKIP 
PD 

Huruf BB BB BB BB A A A A 

2. IKM 
Kecamatan 

Angka 90,78 77,85 80 82 84 86 88 88 

2. Meningkatnya 

partisipasi 

masyarakat 
dalam 

pembangunan 
kecamatan 

 
3. Persentase 

partisipasi 
swadaya 

masyarakat 

 
 

 
% 73 75 

 
 

 
76 

 
 

 
77 

 
 

 
78 

 
 

 
79 

 
 

 
80 80 

 

 

 
 
 
 
 



3.3 Program dan Kegiatan 

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Pauh, sesuai Renstra 

Kecamatan Pauh Tahun 2019-2024, untuk tahun 2021 ada 6 program dan 39 

kegiatan yang diusulkan. Program dan kegiatan yang diusulkan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

2 Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional 

4 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor 

5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 

6 Penyediaan Alat Tulis Kantor 

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

8 Penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor 

9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 

10 Penyediaan peralatan rumah tangga 

11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan 

12 Penyediaan makanan dan minuman 

13 Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 

14 Penyediaan alat kebersihan 

15 Penyediaan jasa pelayanan public 

16 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor 

II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 

1 Pengadaan mebeleur 

2 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor 

3 Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional 

4 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 

5 Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur 

III PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PERENCANAAN 

DAN PENGANGGARAN 

1 Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah 

2 Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

IV PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN 

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 

2 Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah 



V PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

1 Pengembangan Sosial Kemasyarakatan 

2 Pengembangan administrasi pemerintahan 

3 Monitoring dan evaluasi dalam rangka pembinaan kelurahan 

5 Koordinasi lintas kelembagaan 

6 Pengendalian , Pengawasan Bangunan dan Perizinan 

7 Monitoring dan Evaluasi Tramtibmas dan Persampahan Kecamatan dan 

Kelurahan 

8 Penerapan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di Kota 

Padang 

9 Fasilitasi penanganan kebencanaan tingkat kelurahan 

10 Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dan rakorbang kelurahan 

11 Pengembangan Ekonomi Kemasyarakatan 

12 Pembinaan kelembagaan dan administrasi Organisasi Masyarakat/Lembaga 

Keagamaan TPA/TQA, MDT, Imam Mesjid Mushalla 

13 Pembinaan kelembagaan dan administrasi lembaga kemasyarakatan RT/RW, 

PAUD, Posyandu, LPM dan PKK 

14 Pemberdayaan masyarakat di kelurahan (DAU Tambahan) 

VI Program Pembangunan Sarana dan Prasarana  

1 Stimulan Kelurahan 

2 Kegiatan Pembangunan/ rehab infrastruktur kelurahan 

3 Pembangunan kampung Tematik Kelurahan 

4 Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (DAU Tambahan) 

Kemudian dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah, perlu dilakukan mapping kegiatan untuk mengidentifikasi perubahan nomeklatur 

program dan kegiatan dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian disesuaikan 

dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 sesuai dengan indikator kinerja yang sudah 

ditetapkan pada Renstra Kecamatan Pauh Tahun 2019-2024. 

Sesuai hasil mapping tersebut, Program dan Kegiatan pada Renja 2021 Kecamatan 

Pauh sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut : 

I PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN 

PUBLIK 

A Kegiatan  : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di 

Tingkat Kecamatan 



 Sub kegiatan : 

1 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 

Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 

2 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 

B Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak 

Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di 

Kecamatan 

 Sub Kegiatan : 

3 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah 

Kecamatan 

C Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan 

kepada Camat 

 Sub Kegiatan : 

4 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan 

II PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 

D Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 

  

5 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan 

pembangunan di kelurahan 

6 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan 

pembangunan di kelurahan 

7 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 

8 Evaluasi Kelurahan 

III PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 

E Kegiatan : Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada 

 Sub Kegiatan : 

9 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di 

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 

IV PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 

F Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai 

Penugasan Kepala Daerah 

 Sub Kegiatan : 

10 Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan 

Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal 

11 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 



IV PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 

G Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan 

Pengawasan Pemerintahan Desa 

 Sub Kegiatan : 

12 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 

V PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH 

H Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

 Sub Kegiatan : 

13 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen 

Perencanaan 

14 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 

15 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

I Kegiatan Administrasi Keuangan 

 Sub Kegiatan : 

16 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

17 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

J Kegiatan Administrasi Umum 

18 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

19 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 

20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 

21 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 

22 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 

23 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 

24 Penyediaan Alat Tulis Kantor 

25 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

26 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

27 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

28 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

29 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 

30 Penyediaan Makanan dan Minuman 

31 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 

32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 

33 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 

34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 

35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 

36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 



BAB IV 

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 

 

 

Rancangan Akhir Rencana kerja (Ranhir -Renja) Kecamatan Pauh Tahun 2021 

merupakan hasil dari proses penyusunan rancangan Renja Satuan Kerja Perangkat 

Daerah untuk penyempurnaan penyusunan RKPD 2021. Rancangan Akhir ini 

merupakan rumusan rencana program kegiatan tahunan yang disusun berdasarkan 

Renstra SKPD 2019 – 2024, hasil Pemetaan Program dan Kegiatan Kedalam 

Permendagri 90 Tahun 2019, Usulan Pokok Pikiran dari Anggota DPRD Kota Padang 

dan penyesuaian prioritas program dan kegiatan Pemko Padang mengingat pada 

Tahun 2021 seluruh OPD masih melakukan recovery/penanganan terhadap dampak 

wabah Covid 19 yang berlangsung pada tahun 2019. Rancangan Akhir ini sudah 

melalui proses pengentrian pada sistem perencanaan e-Planning. 

 



RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2021 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022 

KOTA PADANG 

OPD : KECAMATAN PAUH 
 

  
     

No 

Uraian Urusan, 
Organisasi, 

Program dan 
Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Program/Kegiata
n 

Rencana Tahun 2021 

Catatan    

Penting 

Prakiraan Maju Tahun 2022 

Ket 

Lokasi 
Target 

Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan Dana / 
Pagu Indikatif 

Sumbe
r Dana 

Target 
Capaian 
Kinerja 

Kebutuhan 
Dana/Pagu Indikatif 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  KECAMATAN PAUH     21.477.781.235          

 BELANJA TIDAK LANGSUNG 
  

    10.437.881.235      

 BELANJA LANGSUNG 
  

    11.039.900.000      

A URUSAN KEWILAYAHAN 
  

      
          

I PROGRAM 
PELAYANAN 
ADMINISTRASI 
PERKANTORAN 

Persentase / 
cakupan 
pelayanan 
administrasi 
perkantoran  

  100%                     1.079.422.000  
 

    100%  

  

1 Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

Jumlah  materai 
dan benda pos 
lainnya 

Kecamatan 
Pauh 

1.100 lembar 
materai 

               4.800.000  APBD   1.300 lembar 
materai 

                6.000.000  

  

2 Penyediaan jasa 

Komunikasi 
Sumber Daya Air 
dan Listrik 

Jumlah rekening 

yang dibayarkan, 
jumlah bulan 
dibayarkan 

Kecamatan 

Pauh 

18 rek x 12 

bln 

             118.520.000  APBD   23 rek x 12 bln             120.000.000  

  



3 Penyediaan jasa 
pemeliharaan dan 
perizinan 
kendaraan dinas 
operasional 

Jumlah kendaraan 
bermotor yang 
dibayarkan 
pajaknya 

Kecamatan 
Pauh 

Roda 4 : 
2unit 

Roda 3 : 
1unit 

Roda 2 : 
25unit 

               4.400.000  APBD   Roda 4 : 2 
Roda 3 : 1 
Roda 2 : 25  

4.500.000  

  

4 Penyediaan jasa 
Kebersihan Kantor 

Jumlah orang dan 
bulan penyediaan 
jasa kebersihan 
kantor 

Kecamatan 
Pauh 

2 orang x 12 
bulan 

36.000.000  APBD   2 orang, 12 
bulan 

            36.000.000  

  

5 Penyediaan jasa 
perbaikan 
peralatan kerja 

jumlah peralatan 
kerja yang 
diperbaiki 

Kecamatan 
Pauh 

76                   48.640.000 APBD   89                   55.000.000  

  

6 Penyediaan Alat 
Tulis Kantor 

Jumlah jenis alat 
tulis kantor yang 
disediakan  

Kecamatan 
Pauh 

36                   69.071.900  APBD   36                   70.000.000  

  

7 Penyediaan barang 
cetakan dan 
penggandaan 

Jumlah 
Formulir/dokumen 
Yang Dicetak ; 
Jumlah dokumen 
yang di fotocopy 

Kecamatan 
Pauh 

6, 131.000                   46.895.000 APBD   13, 140.000                   50.000.000  

  

8 Penyediaan 

komponen instalasi 
listrik /penerangan 
bangunan kantor 

Jumlah komponen 

instalasi 
listrik/penerangan 
banguna kantor 
yang disediakan 

Kecamatan 

Pauh 

8                    5.000.000  APBD   9                   6.000.000  

  

9 Penyediaan 
peralatan dan 
perlengkapan 
kantor 

Jumlah item jenis 
barang peralatan 
perlengkapan 
kantor yang 
disediakan 

Kecamatan 
Pauh 

11                 77.035.100  APBD   15                 300.000.000  

  

10 Penyediaan bahan 
bacaan dan 
peraturan 
perundang - 
undangan 

Jumlah bahan 
bacaan berupa 
Koran, majalah dan 
buku pengetahuan 
yang disediakan 

Kecamatan 
Pauh 

4.680 
eksemplar 

19.890.000  APBD   4.680 
eksemplar 

                  20.000.000  

  



11 Penyediaan 
makanan dan 
minuman 

Jumlah peserta 
rapat yang 
disediakan 
Konsumsi dan 
Jumlah Tamu yang 
disediakan 
Konsumsi 

Kecamatan 
Pauh 

1564 kotak, 
600 tamu 

108.200.000  APBD   1564 kotak, 
800 tamu 

                120.000.000  

  

12 Rapat - rapat 
koordinasi dan 
konsultasi ke luar 
daerah 

Jumlah pelaksanaan 
rapat-rapat 
koordinasi dan 
konsultasi keluar 
daerah 

Luar Kota 
Padang 

20                 200.000.000  APBD   20                 255.000.000  

  

13 Penyediaan alat 
kebersihan 

jumlah jenis alat 
kebersihan yang 
disediakan 

Kecamatan 
Pauh 

23                   76.230.000  APBD     

  

14 Penyediaan jasa 
pelayanan publik 

jumlah pegawai 
honor daerah yang 
disediakan gajinya 

Kecamatan 
Pauh 

2 orang x 12 
bulan 

                 66.740.000  APBD     

  

15 Penyediaan Jasa 
Pengamanan 
Kantor 

jumlah security 
yang bekerja, 
jumlah gaji 
pengamanan kantor 
yang dibayarkan 

Kecamatan 
Pauh 

11 org x 12 
bulan 

                198.000.000  APBD   11 org x 12 
bulan 

                  205.000.00  

  

II PROGRAM 
PENINGKATAN 
SARANA DAN 
PRASARANA 
APARATUR 

Persentase 
sarana prasarana 
aparatur dalam 
kondisi baik 

  

100%                           277.671.000      100%   

  

1 Pengadaan 
mebeleur 

jumlah mebeleur 
yang diadakan 

Kecamatan 
Pauh 

1                 10.000.000  APBD   5 50.000.000 
  

2 Pemeliharaan rutin 
/ berkala gedung 
kantor 

jumlah gedung 
kantor yang 
dipelihara rutin / 
berkala 

Kecamatan 
Pauh 

10                108.308.000  APBD   4                 115.000.000  

  



3 Pemeliharaan rutin 
/ berkala 
kendaraan dinas / 
operasional 

jumlah dan jenis 
kendaraan dinas / 
operasional yang 
dipelihara rutin / 
berkala 

Kecamatan 
Pauh 

28                 144.213.000  APBD   28                 150.000.000  

  

4 Pemeliharaan rutin 
/ berkala peralatan 
gedung kantor 

Jumlah Peralatan 
Pada gedung kantor 
Yang dipelihara 

Kecamatan 
Pauh 

15 9.150.000  APBD   16                   15.000.000  

  

6 Pemeliharaan rutin 
/ berkala mebeleur 

jumlah mebeleur 
yang dipelihara 
rutin / berkala 

Kecamatan 
Pauh 

20                  6.000.000  APBD   20                   7.000.000  

  

III PROGRAM 
PENINGKATAN 
PENGEMBANGA
N SISTEM 
PERENCANAAN 
DAN 
PENGANGGARAN 

Persentase 
dokumen 
perencanaan dan 
penganggaran 
disusun tepat 
waktu 

  100%  95.000.000       

  

1 Kegiatan 
Perencanaan dan 
Penganggaran 
Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen 
Perencanaan dan 
Penganggaran yang 
Disusun 

Kecamatan 
Pauh 

6                  55.000.000  APBD     

  

2 Kegiatan 
Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi 

Jumlah Laporan 
Reformasi Birokrasi 

Kecamatan 
Pauh 

6                   40.000.000  APBD     

  

IV PROGRAM 
PENINGKATAN 
PENGEMBANGA
N SISTEM 
PELAPORAN 
CAPAIAN 
KINERJA DAN 
KEUANGAN 

Persentase 
dokumen 
pelaporan 
capaian kinerja 
dan keuangan 
disusun tepat 
waktu 

   100%                769.196.000      100%                 95.000.000  
  

  

1 Penyusunan 
laporan capaian 
kinerja dan ikhtisar 
realisasi kinerja 
SKPD 

Jumlah laporan 
capaian dan 
realisasi kinerja 
dibuat 

Kecamatan 
Pauh 

12                 749.196.000  APBD   12 750.000.000  

  



2 Pengamanan dan 
Monitoring Aset 
Daerah 

jumlah dokumen 
monitoring aset 
yang dibuat 

Kecamatan 
Pauh 

2                  20.000.000  APBD     

  

V PROGRAM 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 

Persentase 
Masyarakat yang 
diberdayakan 

  80%  4.112.626.000     81%    

1 Pengembangan 
Sosial 
Kemasyarakatan 

Jumlah kegiatan 
pengembangan 
sosial 
kemasyarakatan 
yang dilakukan 

Kecamatan 
Pauh 

7                 80.000.000  APBD     

  

2 Pengembangan 
administrasi 
pemerintahan 

Jumlah kegiatan 
pelatihan/peningkat
an pengembangan 
administrasi 
pemerintahan yang 
dilaksanakan 

Kecamatan 
Pauh 

2                46.000.000  APBD     

  

3 Monitoring dan 
evaluasi dalam 
rangka pembinaan 
kelurahan 

jumlah kelurahan 
yang dibina  

Kecamatan 
Pauh 

9                   80.000.000  APBD     

  

4 Koordinasi lintas 
kelembagaan 

jumlah kegiatan 
rapat yang 
dilakukan dalam 
rangka koordinasi 
dengan lembaga 
lintas sektoral 

Kecamatan 
Pauh 

24                   64.000.000  APBD     

  

5 Pengendalian , 
Pengawasan 
Bangunan dan 
Perizinan 

jumlah monitoring 
bangunan liar yang 
dilakukan oleh ASN 
kecamatan dan 
kelurahan 

Kecamatan 
Pauh 

50                150.000.000  APBD 

  

  

  

6 Monitoring dan 
Evaluasi 

Tramtibmas dan 
Persampahan 
Kecamatan dan 
Kelurahan 

Jumlah frekuensi 
monitoring 

trantibmas yang 
dilakukan oleh ASN 
kecamatan dan 
kelurahan 

Kecamatan 
Pauh 

24                 135.000.000  APBD     

  



7 Penerapan 
pelayanan 
administrasi 
terpadu kecamatan 
(PATEN) di Kota 
Padang 

Jumlah pelayanan 
administrasi terpadu 
kecamatan (paten) 
yang dilayani 

Kecamatan 
Pauh 

1.920                 134.626.000  APBD     

  

8 Pelaksanaan 
Musrenbang 
Kecamatan dan 
rakorbang 
kelurahan 

Jumlah kegiatan 
rakorbang 
kelurahan dan 
musrenbang 
kecamatan yang 
dilaksanakan tepat 
waktu 

Kecamatan 
Pauh 

10                190.000.000   

 

  

  

9 Pengembangan 
Ekonomi 
Kemasyarakatan 

Jumlah kegiatan 
pengembangan 
ekonomi 
kemasyarakatan 
yang dilakukan 

Kecamatan 
Pauh 

4                 30.000.000  APBD     

  

10 Pembinaan 
kelembagaan dan 
administrasi 
Organisasi 
Masyarakat/Lemba
ga Keagamaan 
TPA/TQA, MDT, 
Imam Mesjid 
Mushalla 

Jumlah organisasi 
kemasyarakatan/ 
lembaga 
keagamaan yang 
dibina 

Kecamatan 
Pauh 

3 1.380.000.000 APBD     

  

11 Pembinaan 
kelembagaan dan 
administrasi 
lembaga 
kemasyarakatan 
RT/RW, PAUD, 
Posyandu, LPM dan 

PKK 

Jumlah lembaga 
kemasyarakatan 
yang dibina 

Kecamatan 
Pauh 

5              1.229.000.000  APBD     

  



 

  

12 Pemberdayaan 
masyarakat di 
kelurahan (DAU 
Tambahan) 

jumlah kegiatan 
yang dilaksanakan 

Kecamatan 
Pauh 

27                594.000.000  APBD     

  

VI Program 
Pembangunan 
Sarana dan 
Prasarana  

Persentase 
Tingkat 
pemenuhan 
sarana dan 
prasarana di 
wilayah 
kecamatan 

  

 
75% 

                        
4.705.985.000  

    

 
77% 

                       

  

1 Stimulan Kelurahan jumlah lokasi 
pengembangan  
infrastruktur 

Kecamatan 
Pauh 

27 896.635.000 APBD 

  

  

  

2 Kegiatan 
Pembangunan/ 
rehab infrastruktur 
kelurahan 

jumlah lokasi 
pembangunan / 
rehab infrastruktur 
kelurahan 

Kecamatan 
Pauh 

18 890.650.000 APBD 

  

  

  

3 Pembangunan 
kampung Tematik 

Kelurahan 

Jumlah DED yang 
dibuat 

Kecamatan 
Pauh 

2 218.700.000 APBD       

4 Pembangunan 
sarana dan 
prasarana 
kelurahan (DAU 
Tambahan) 

jumlah lokasi 
pembangunan 
sarana dan 
prasarana 
kelurahan 

Kecamatan 
Pauh 

27 2.700.000.000 DAU T     

  



RENJA 2021 KECAMATAN PAUH 

             
Kode. 

SKPD/Bidang 
Urusan/Program/Kegiatan/SubKegiatan 

Kinerja  Pagu Indikatif  

  KECAMATAN PAUH   
       

21.477.781.235  
7.01 KECAMATAN     

7.01.02 
PROGRAM PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 

  
            

400.626.000  

7.01.02.2.01 
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 

  
            

116.000.000  

7.01.02.2.01.0
1 

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan 
Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan 
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait 

Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi  Pagu                
70.000.000  Jumlah kegiatan 

fasilitasi 
kebencanaan 
tingkat 
Kelurahan yang 
dilakukan 

5 kegiatan 
Kecamata

n Pauh 
            

70.000.000  

7.01.02.2.01.0
2 

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan 
di Tingkat Kecamatan 

Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi  Pagu                
46.000.000  Jumlah kegiatan 

pembinaan 
peningkatan 
pengembangan 
administrasi 
pemerintahan 
yang 
dilaksanakan 

2 kegiatan 
Kecamata

n Pauh 
            

46.000.000  



7.01.02.2.02 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang 
tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat 
Daerah yang Ada di Kecamatan 

  
            

134.626.000  

7.01.02.2.02.0
3 

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan 
Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 

Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi  Pagu              
134.626.000  Jumlah 

pelayanan 
administrasi 
terpadu 
kecamatan 
(paten) yang 
dilayani 

1920 layanan 
Kecamata

n Pauh 
          

134.626.000  

7.01.02.2.04 
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 
Dilimpahkan kepada Camat 

  
            

150.000.000  

7.01.02.2.04.0
1 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait 
Dengan Pelayanan Perizinan 

Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi  Pagu              
150.000.000  

Jumlah layanan 
pengurusan IMB 
yang diproses 

50 buah 
Kecamata

n Pauh 
          

150.000.000  

7.01.03 
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 
DESA DAN KELURAHAN 

  
         

5.679.985.000  

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   
         

5.679.985.000  
7.01.03.2.02.0 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi  Pagu              



1 musyawarah perencanaan pembangunan di 
kelurahan 

Jumlah kegiatan 
rakorbang 
kelurahan dan 
musrenbang 
kecamatan yang 
dilaksanakan 
tepat waktu 

10 kegiatan 
Kecamata

n Pauh 
          

190.000.000  

190.000.000  

7.01.03.2.02.0
2 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi  Pagu           
4.705.985.000  

jumlah lokasi 
pengembangan 
infrastruktur 

27 lokasi 
Kecamata

n Pauh 
          

896.635.000  

jumlah lokasi 
pembangunan / 
rehab 
infrastruktur 
kelurahan 

9 kelurahan 

Kelurahan 
di 

Kecamata
n Pauh 

          
890.650.000  

Jumlah dokumen 
DED yang dibuat 

2 dokumen 
Kecamata

n Pauh 
          

218.700.000  

jumlah lokasi 
pembangunan 
sarana dan 
prasarana 
kelurahan (DAU 
Tambahan) 

27 lokasi 
Kecamata

n Pauh 
      

2.700.000.000  

7.01.03.2.02.0
3 

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi  Pagu              
704.000.000  Jumlah kegiatan 

pengembangan 
sosial 
kemasyarakatan 
yang dilakukan 

7 kegiatan 
Kecamata

n Pauh 
            

80.000.000  



Jumlah kegiatan 
pengembangan 
ekonomi 
kemasyarakatan 
yang dilakukan 

4 kegiatan 
Kecamata

n Pauh 
            

30.000.000  

jumlah kegiatan 
pemberdayaan 
masyarakat 
kelurahan yang 
dilaksanakan 
(DAU Tambahan) 

40 kegiatan 

Kelurahan 
di 

Kecamata
n Pauh 

          
594.000.000  

7.01.03.2.02.0
4 

Evaluasi Kelurahan Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi  Pagu                
80.000.000  Jumlah 

kelurahan yang 
dibina 

9 kelurahan 
Kecamata

n Pauh 
            

80.000.000  

7.01.04 
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN 
DAN KETERTIBAN UMUM 

  
              

65.000.000  

7.01.04.2.02 
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda 
dan Perkada 

  
              

65.000.000  
7.01.04.2.02.0
1 

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah 
yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan 
Peraturan Perundang-Undangan dan/atau 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi  Pagu                
65.000.000  Jumlah frekuensi 

monitoring 
trantibmas yang 
dilakukan oleh 
ASN kecamatan 
dan kelurahan 

24 kali 
Kecamata

n Pauh 
            

65.000.000  

7.01.05 
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN 
PEMERINTAHAN UMUM 

  
         

1.444.000.000  

7.01.05.2.01 
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 

  
         

1.444.000.000  



7.01.05.2.01.0
7 

Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang 
Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan 
Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal 

Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi  Pagu           
1.380.000.000  Jumlah 

organisasi 
kemasyarakatan
/ lembaga 
keagamaan yang 
dibina 

3 lembaga 
Kecamata

n Pauh 
      

1.380.000.000  

7.01.05.2.01.0
8 

Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan 
di Kecamatan 

Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi  Pagu                
64.000.000  

jumlah kegiatan 
rapat yang 
dilakukan dalam 
rangka 
koordinasi 
dengan lembaga 
lintas sektoral 

24 kali 
Kecamata

n Pauh 
            

64.000.000  

7.01.06 
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
PEMERINTAHAN DESA 

  
         

1.229.000.000  

7.01.06.2.01 

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan 
Desa 

  
         

1.229.000.000  

7.01.06.2.01.1
2 

Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan 
Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan 

Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi  Pagu           
1.229.000.000  

Jumlah lembaga 
kemasyarakatan 
yang dibina 

5 lembaga 
Kecamata

n Pauh 
      

1.229.000.000  

X.XX Semua Bidang     

X.XX.01 
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAH DAERAH 

  
       

12.659.170.235  

X.XX.01.2.01 
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

  
              

80.000.000  
X.XX.01.2.01. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi  Pagu                



02 Daerah dalam Dokumen Perencanaan Jumlah 
Dokumen 
Perencanaan 
dan 
Penganggaran 
yang Disusun 

6 dokumen 
Kecamata

n Pauh 
            

40.000.000  

40.000.000  

X.XX.01.2.01.
04 

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan 
Perangkat Daerah Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi  Pagu  

              
20.000.000  

Jumlah Laporan 
Reformasi 
Birokrasi 

6 laporan 
Kecamata

n Pauh 
            

20.000.000  

X.XX.01.2.01.
05 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi  Pagu                
20.000.000  Jumlah ASN yang 

dievaluasi 
kinerjanya 

70 orang 
Kecamata

n Pauh 
            

20.000.000  

X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan   
       

11.222.077.235  

X.XX.01.2.02.
01 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Jumlah ASN yang 
dibayarkan gaji 
dan 
tunjangannya 

70 orang 
Kecamata

n Pauh 

    
10.437.881.23

5  

       
10.437.881.235  

X.XX.01.2.02.
04 

Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi  Pagu  

              
35.000.000  

jumlah dokumen 
monitoring aset 
yang dibuat 

2 dokumen 
Kecamata

n Pauh 
            

20.000.000  

Jumlah laporan 
keuangan yang 
dibuat 

2 laporan 
Kecamata

n Pauh 
            

15.000.000  

X.XX.01.2.02. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi  Pagu              



06 Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Jumlah laporan 
capaian dan 
realisasi kinerja 
yang dibuat 

12 laporan 
Kecamata

n Pauh 
          

749.196.000  

749.196.000  

X.XX.01.2.03 Administrasi Umum   
         

1.357.093.000  
X.XX.01.2.03.
01 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi  Pagu                  
4.800.000  jumlah materai 

dan benda pos 
lainnya 

1100 lembar 
Kecamata

n Pauh 
               

4.800.000  

X.XX.01.2.03.
02 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 
dan Listrik 

Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi  Pagu              
118.520.000  Jumlah rekening 

dan jumlah 
bulan yang 
dibayarkan 

216 
rekening 

bulan 
Kecamata

n Pauh 
          

118.520.000  

X.XX.01.2.03.
06 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 
Kendaraan Dinas/Operasional 

Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi  Pagu                  
4.400.000  jumlah 

kendaraan dinas 
/ operasional 
yang dipelihara 
rutin / berkala 

27 unit 
Kecamata

n Pauh 
               

4.400.000  

X.XX.01.2.03.
07 

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi  Pagu                
66.740.000  

Jumlah pegawai 
honor daerah 
yang disediakan 
gajinya, jumlah 
bulan 
dibayarkan gaji 

26 
orang 
bulan 

Kecamata
n Pauh 

            
66.740.000  

X.XX.01.2.03. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi  Pagu              



08 Jumlah orang 
dan bulan 
penyediaan jasa 
kebersihan 
kantor 

24 
orang 
bulan 

Kecamata
n Pauh 

            
36.000.000  

112.230.000  

jumlah jenis alat 
kebersihan yang 
disediakan 

23 jenis 
Kecamata

n Pauh 
            

76.230.000  

X.XX.01.2.03.
09 

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi  Pagu                
48.640.000  Jumlah 

peralatan kerja 
yang diperbaiki 

76 unit 
Kecamata

n Pauh 
            

48.640.000  

X.XX.01.2.03.
10 

Penyediaan Alat Tulis Kantor Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi  Pagu                
69.071.900  Jumlah jenis alat 

tulis kantor yang 
disediakan 

36 jenis 
Kecamata

n Pauh 
            

69.071.900  

X.XX.01.2.03.
11 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi  Pagu                
46.895.000  Jumlah formulir/ 

dokumen yang 
dicetak 

6 jenis 
Kecamata

n Pauh 
            

14.145.000  

Jumlah dokumen 
yang difotokopi 

13100
0 

lembar 
Kecamata

n Pauh 
            

32.750.000  

X.XX.01.2.03.
12 

Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi  Pagu                  
5.000.000  Jumlah 

komponen 
instalasi 
listrik/peneranga
n banguna 
kantor yang 
disediakan 

8 jenis 
Kecamata

n Pauh 
               

5.000.000  



X.XX.01.2.03.
13 

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi  Pagu                
65.350.000  Jumlah unit 

barang peralatan 
& perlengkapan 
kantor yang 
disediakan 

11 unit 
Kecamata

n Pauh 
            

65.350.000  

X.XX.01.2.03.
14 

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi  Pagu                
11.685.100  Jumlah jenis 

peralatan rumah 
tangga yang 
disediakan 

3 jenis 
Kecamata

n Pauh 
            

11.685.100  

X.XX.01.2.03.
15 

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan 

Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi  Pagu                
19.890.000  Jumlah bahan 

bacaan berupa 
Koran, majalah 
dan buku 
pengetahuan 
yang disediakan 

4680 eksemplar 
Kecamata

n Pauh 
            

19.890.000  

X.XX.01.2.03.
17 

Penyediaan Makanan dan Minuman Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi  Pagu              
108.200.000  Jumlah peserta 

rapat yang 
disediakan 
konsumsi 

1564 kotak 
Kecamata

n Pauh 
            

78.200.000  

Jumlah Tamu 
yang disediakan 
Konsumsi 

600 
porsi/tam

u 
Kecamata

n Pauh 
            

30.000.000  

X.XX.01.2.03.
18 

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar 
Daerah 

Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi  Pagu              
200.000.000  Jumlah 

pelaksanaan 
rapat-rapat 
koordinasi dan 
konsultasi keluar 

20 kali 
Luar Kota 
Padang 

          
200.000.000  



daerah 

X.XX.01.2.03.
25 

Pengadaan Mebeleur Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi  Pagu                
10.000.000  Sub Kegiatan Ada Kegiatan Strategis sebanyak 1 

Jumlah jenis 
mebeuleur yang 
akan diadakan 

0 jenis 
Kel. Limau 

Manis 
                                
-  

No
. 

Usulan 
Volume
/Satuan 

Anggaran Lokasi 
Nama 

Dewan 

  

 

1. PENGADAA
N 
MOBELUR 
KELURAHA
N KANTOR 
LURAH 
LIMAU 
MANIH  

1 UNIT            
10.000.000  

KELURAH
AN 
LIMAU 
MANIS, 
KECAMAT
AN PAUH. 

RAFDI, 
ST 

  

Jumlah 
           

10.000.000      
  

X.XX.01.2.03.
27 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi  Pagu                
11.904.000  jumlah rumah 

dinas yang 
dipelihara rutin/ 
berkala 

1 unit 
Kecamata

n Pauh 
            

11.904.000  

X.XX.01.2.03.
28 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi  Pagu              
294.404.000  jumlah gedung 

kantor yang 
dipelihara rutin / 
berkala 

10 unit 
Kecamata

n Pauh 
            

96.404.000  



Jumlah security/ 
pengaman 
kantor yang 
bekerja dikali 
jumlah bulan gaji 
pengamanan 
kantor yang 
dibayarkan 
(Kantor 
Kecamatan dan 
Kelurahan) 

132 
orang 
bulan 

Kecamata
n dan 

Kelurahan 

          
198.000.000  

X.XX.01.2.03.
30 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 
Dinas/Operasional 

Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi  Pagu              
144.213.000  

jumlah dan jenis 
kendaraan dinas 
/ operasional 
yang dipelihara 
rutin / berkala 

27 unit 
Kecamata

n Pauh 
            

80.000.000  

Jumlah BBM 
operasional yang 
disediakan 

8180 liter 
Kecamata

n Pauh 
            

64.213.000  

X.XX.01.2.03.
34 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung 
Kantor 

Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi  Pagu                  
9.150.000  Jumlah 

peralatan pada 
gedung kantor 
yang dipelihara 

15 unit 
Kecamata

n Pauh 
               

9.150.000  

X.XX.01.2.03.
35 

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Indikator Kinerja Target Satuan Lokasi  Pagu                  
6.000.000  

jumlah mebeleur 
yang dipelihara 
rutin / berkala 

20 unit 
Kecamata

n Pauh 
               

6.000.000  

  



BAB. V 

PENUTUP 

  

5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian 

Rancangan Akhir Rencana kerja (Ranhir Renja) Kecamatan Pauh Tahun 2021 

berfungsi sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun yang disusun mengacu berdasarkan Renstra Kecamatan Pauh 

Kota Padang Tahun 2019-2024, hasil Pemetaan Program dan Kegiatan Kedalam 

Permendagri 90 Tahun 2019, Usulan Pokok Pikiran dari Anggota DPRD Kota Padang 

dan penyesuaian prioritas program dan kegiatan Pemko Padang untuk tahun 2021 

terutama dalam penanganan dampak pandemik Covid-19. Selain itu Renja ini 

nantinya juga merupakan pedoman dalam menyusun Laporan Akuntabilitas (LAKIP) 

Organisasi Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.  

Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas 

yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan 

arah kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar 

masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualias dan profesional 

dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematik/ rasional, produktif, 

berdisiplin, bekerja efektif dan efisien. 

5.2  Kaidah-kaidah pelaksanaan 

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan 

pembangunan di Kecamatan Pauh di dalam Renja Tahun 2021 bertujuan untuk 

meningkatkan perencanaan pembangunan terutama aspek pelayanan yang 

berkualitas dan profesional. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran 

pembangunan yang tertuang dalam Renstra 2019-2024 tersebut, di dalam 

pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, 

akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-

kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Renja Kecamatan Pauh tahun 2021, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib 

dan terpadu. 

b. Renja Kecamatan Pauh tahun 2021 memfokuskan pada pencapaian target dari 

indikator kenerja pelayanan, juga memperhatikan kebijakan daerah dan nasional 

dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mengatasi dampak Covid 19 dan 

Adaptasi Kebiasaan Baru. 

c. Dalam melaksanakan kegiatan di tahun anggaran diharapkan tetap berpedoman 

pada peraturan perundangan yang berkaitan. 



d. Renja Kecamatan Pauh Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD 

dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan 

kegiatan baik yang bersumber APBD Kota maupun sumber pendanaan lainnya.  

e. Di dalam proses penyusunannya, Renja harus memperhatikan/ mempedomani 

dokumen-dokumen perencanaan yang ada diatasnya (RPJMN, RPJMD, RKPD dan 

Renstra Kecamatan) 

f. Renja Kecamatan Pauh tahun 2021, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan 

perencanaan pembangunan tahun berikutnya. 

5.3  Rencana tindak lanjut 

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu 

syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti, diketahui dan 

dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/ kebijakan publik dapat diterima 

dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal baik 

dalam proses perencanaan maupun perumusan kebijakannya, sehingga aspirasi dan 

kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata lain 

pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat. Transparansi sangat berkaitan 

dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasyarat demokratisasi 

dalam proses pengambilan keputusan publik. Berdasarkan hal tersebut di atas, 

partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan publik akan 

membutuhkan komitmen yang tinggi dalam implementasinya, maka diperlukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Terwujudnya perubahan paradigma pembangunan dalam mewujudkan 

pelayanan prima yang dekat dan melayani. 

b. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan pembangunan 

di wilayah kecamatan.  

c. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam melaksanakan 

koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang dilaksanakan dapat 

berdaya guna dan berhasil guna. 

Demikianlah renja ini disusun, untuk dapat dipedomani dan digunakan 

sebagaimana mestinya. 

Padang,       Juli 2020 
Camat Pauh 
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